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A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup manusia yang semakin lama
semakin berkembang membuat kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia

cenderung untuk memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kemampuannya untuk

mendapatkan kenyamanan-dan ke m@l 'I.Tilu
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Manusia sebagai ma  inginsbergaul dan berkumpul  dengan

o~
sesama manusia lai ac asyarakat, dan oleh karena

disebut makhluk s@sial (zoon politicon).!

sifatnya yang ramah tamah ': a

Manusia tiflak dapat hidup seca ia_harus bergantung kepada orang lain

untuk memenuhi Segala kebutuhan ataupun dupnya. Salah satu cara

manusia menglkatl@ ---. alah.dengan perjanjian atau kesepakatan.

‘ !a %\- gikat d|r| dengan orang lain

Perjanjian adalah s
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atau dimana dua orang saling erjaﬁjTUntuR'ﬁlea sanakan suatu hal. Dengan adanya

perjanjian maka seseorang telah terikat dengan orang lain dan wajib mematuhi segala
perbuatan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama karena itu merupakan undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal manusia ingin memenuhi
kebutuhannya dibutuhkan suatu alat untuk mempermudah kegiatan tersebut, seperti

kegiatan pengangkutan, apalagi dengan keadaan geografis negara Indonesia yang beribu-

! CST. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984,
him.27.



ribu pulau dimana setiap pulau dipisahkan oleh laut, jadi untuk mempermudah
kegiatannya dibutuhkan transportasi untuk mengangkut suatu benda atau barang untuk
dapat mempermudah kegiatannya dalam melakukan suatu kegiatan usaha khususnya
pengangkutan di laut. Sesuai dengan fungsi dari transportasi sebagai alat angkut yang
berguna sebagai penunjang usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk memindahkan dan
mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Dalam perjanjian pengangkutan, ketentuan yang dipedomani adalah Buku 11l KUH
Perdata yang terdiri atas _suatu- bagian—umum__dan suatu bagian khusus. Subekti

\\hR\H AS \\Tl)\ oy
berpendapat tentarg peratL}ran =peraturan yang berlaku baglspérlkatan yaitu:

Bagian umum misalnya tentang bagaimana lahir. dan hapusnb/a perikatan, macam-
macam perikatan danSebagainya. Bagians khusus memuat peraturan-peraturan
mengenai p’-{;janjian-perjanj' yang banyak dipakai dalam asyarakat dan yang
sudah mempunyai (nam a tertentu, misalnya AI -beli,sewa-menyewa,
perjanjian perburuhan dsb, ySedangkan dalam perkembangannya dimungkinkan
munculnya perjanjian‘baru sesuai dengan kebutuhan manusia. Buku I11 ini menganut
asas “kebebasan” dalam h fembuat perjanjian (beginsel jer contractsvrijhrid).

Asas ini dapat disimpulkam ¥ari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala
perjanjian yang dibuat secardiseh, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya; |Dari pernyataan diatas dapat:disimpulkan bahwa setiap orang dapat
leluasa memlquat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar/'ketertlban umum dan
kesusilaan.? %
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Perjanjian lahir pada ‘sia'm“-ﬁee&jad,inygfkata?"?efpé“kat antara kedua belah pihak
mengenai hal-hal yah@qeruggﬁvt{’k nerjanjiam A \v \\ _

Sepakat adalah persesualan paham dan kehendak antara kedua belah pihak
tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan
tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Karena
suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesegakatan, maka perjanjian itu lahir
pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte).

Di dalam perjanjian pengangkutan barang dimuat tentang hak dan kewajiban
antara pengirim dan pengangkut. Pengangkut berkewajiban atas pengangkutan barang

sesuai waktu yang diperjanjikan dengan selamat sampai ke tempat tujuannya, selain itu

2 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, him.127.
® R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, him.26.



pengangkut juga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam melaksanakan
pengangkutan serta memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim

dimulai sejak barang diterima sampai barang diserahkan kepada penerima.

Ditinjau dari arti hukum pengangkutan itu dari segi keperdataan, dapat diartikan
sebagai keseluruhan peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (KUH
Perdata;KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan

hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari

suatu ke lain te asuk juga perjanjian-
perjanjian untuk
Dalam duria perdagan tilah para produsen (orang yang

menghasilkan barang atau j dan Konsumen (orang yang

memakai atau memanfaatka ang untuk memenuhi kebutuhan).

Produsen akan selalu berusaha u euntungan dari hasil barang yang

telah diproduksinya, begitujuga halnya nsumen mereka pun akan berusaha
mendapatkan hasil pre Ing bag gan antara produsen dan
konsumen ini akan \" guna proses pengiriman
barang dari prod{ Ve “ =} ] \rkepentmgan dalam
pengangkutan melakukan perjanjian atau persetuluan pengangkutan meliputi apa yang
menjadi objek pengangkutan, tujuan yang hendak dicapai, syarat-syarat dan bagaimana
tujuan itu dapat dicapai melalui perjanjian pengangkutan. Objek dari perjanjian
pengangkutan adalah apa yang diangkut (muatan barang), biaya pengangkutan, dan alat
pengangkutan. Salah satu faktor yang membuat sebuah nilai barang menjadi tinggi atau

rendah karena itu tidak hanya tergantung dari nilai barangnya itu sendiri melainkan

tergantung juga pada letak dimana barang itu tersedia, meskipun barang yang dikirim dari

* Sution Usman Adji dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, him.5.



tempat asal murah pastilah tidak sama harga yang dijual sama karena salah satu faktornya
adanya biaya ongkos angkutan dengan begitu barang akan menentukan stabilitas harga
dalam penjualannya.

Pada dasarnya pengangkutan barang memegang peranan penting Yyaitu sebagai
salah satu faktor yang membuat nilai suatu barang itu tinggi atau rendah. Karena nilai
suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung kepada

tempat dimana barang itu berada.

Sesuai dengan pendapat dari-R-Seekardono_yang mengatakan bahwa dalam dunia
. N\VERSITAS ANDAL
‘atau' perusahaan masalah pengangk

perdagangs an Fﬁexﬂe jang peranan penting

sekali.
Sehubungan dengan 3 dap ikatakan f bahwa dalam dunia
perdagangan perafan peng N bersifat: mutlak. Sebab tanpa

pengangkutan, suatu usaha atau gkin dapat berjalan sebagaimana

yang diharapkan. Pengangkut a}l}gar __

sebelumnya berdas ‘; jian k' bela ykut dan pengirim atau

pemakai jasa angkt1ta v uien untuk dapat sampai

ditangan pedagang atau pengus @\- Nga pengangkutan.
Uy LEDJAJAAN
Menurut Subekti-yarfg'd ud-dengan pe

juan yang ditentukan

barang ketempat t

il peng ngkutan adalah:

Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa
orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain
menyanggupi untuk membayar ongkosnya.®

Pengangkutan pada umumnya dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu pengangkutan

darat dengan menggunakan alat angkut kereta api dan kendaraan umum lainnya,

> Soekardono R., Hukum Dagang Indonesia, PT. Rajawali, Bandung, 1989, him.22.
® R. Subekti. Aneka Perjanjian. PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1979, him.69.



pengangkutan udara dengan menggunakan alat angkut udara dan pengangkutan laut
menggunakan alat angkutan kapal. Untuk menyelenggarakan pengangkutan di laut itu
diperlukan suatu alat yang disebut sebagai kapal.

Dalam pasal 310 KUHD terdapat definisi dari kapal laut, yaitu semua bahtera
yang dipakai untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan untuk itu.’

Diterangkan apa yang dimaksud dengan alat perlengkapan itu sendiri (pasal 309
KUHD):
Dengan perlengkapan kapal diartikan segala barang yang tidak merupakan bagian

darl kapal itu, tetapi a dan dipakai tetap dengan kapal
itu.®

Mengenai \apal laut ini ketentuannya dapat dljumpal dalalln Titel | Buku Il Kitab
Undang-undang Hukum Dag itang kapal uatannya”. Tentang
kapal laut itu rumusannya HD, kecuali apabila

ditentukan atau diperjanj A ap ‘memuat perlengkapan-

perlengkapan kapal. larti Jerlengkapan-perlengkapan kapal adalah

semua benda-benda!yang diperuntukkan jan kapal, dengan tidak

iwoho Soedjono yang

menyatakan bah\ 7 <
[ & }\‘-

kapal dapat termasuk sebagai kapal IautrFan kapal pedalaman Adapun pentingnya
penentuan pengertian kapal laut sehubungan dengan hal adanya pendaftaran
kapal. Sehubungan dengan titel | Buku Il KUHD tentang pengertian kapal laut, di
Indonesia dikenal sejak tahun 1957 adanya perbedaan pengertian antara kapal laut
dan kapal niaga, seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 47
tahun 1957, tanggal 16 Oktober, yang ditempatkan dalam Lembaran Negara No.
104/57. Menurut Peraturan Pemerintah yang diartikan dengan kapal laut ialah
setiap alat pengangkutan yang dipergunakan atau yang dimaksudkan untuk
pengangkutan di laut.’

" R. Suryatin, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, him.186.
& Sution Usman Adji, Op.Cit, him.217-218.
® Ibid. him.18.



Untuk terciptanya suatu perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat
tertulis. Jadi dengan adanya kata sepakat saja antara para pihak telah terjadi adanya
perjanjian pengangkutan dan para pihak yang mengadakan perjanjian itu telah terikat
karenanya. Hal ini telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu
perjanjian.

Para pihak dapat meminta untuk dibuatkan suatu akte yang disebut sebagai charter-

party seperti yang diatur dalam pasal 454 KUHD. Charter party semata-mata hanya

berfungsi sebagai alat WWsyarat untuk adanya suatu
— {VERSITAS ANDAL —
perjanjian.™ = _:UN ~=AS | A

Pasal 454 KUHD berbunyi:
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“Masing-masing dar L-r.‘ ‘:ﬁ:., an supaya dari perjanjian itu

i epbal

dibuat sepucuk akt 6 harter part
Muatan barang mel hert ewan yang diakui sah oleh
undang-undang. Pengaturan tentafij peng an"arang terdapat dalam titel V B pasal

J

521 KUHD sedang i lam titel V A buku II

KUHD. Kemajuan kkan secara mekanik

t . nenaanakl ; 0
akan menunjang hba.n ~ ” : tunya seperti  sektor

~

perdagangan, pengangkutan. me

ut Khususnya barang-
STUK\

barang yang berat.

Mengenai pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal laut diatur dalam buku
Il KUHD titel V mengenai Penyediaan dan Penggunaan Penyediaan Kapal. Masalah yang
timbul dari pengangkutan suatu barang menggunakan jalur laut adalah mengenai peran
dan tanggung jawab perusahaan transport. Peran perusahaan transport dalam
pengangkutan barang melalui laut disini terletak pada bagaimana perusahaan transport

menjaga keselamatan muatan hingga sampainya barang yang dikirim dalam kondisi baik,

9 1hid. HIm 26



utuh dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun pelaksanaan peran
perusahaan transport sering tidak terlaksana terutama dalam hal ketepatan sampainya
barang pada waktu yang ditentukan. Hal ini salah satunya disebabkan karena kondisi alam
yang sulit dan tidak bisa diprediksi dan ditebak karena bisa berubah sewaktu-waktu yang
dengan begitu secara tidak langsung merugikan pengirim barang dan menuntut adanya
suatu proses pertanggung jawaban dari pihak pengangkut.

Pengangkutan melalui jalur transportasi laut diminati dalam mengirim barang

angkutannya. Kelebihan pengangkutan-di alah_satunya adalah daya angkutnya yang
ERSlTAS ANDALA

sangat besar, sehifigga dapat-menekan biaya satuan yang-tilerupakah daya tarik tersendiri

bagi dunia perdagangan. Masalah-mi mbul tentang Ppertanggung jawaban

raf ‘:;.,1, apal laut merupakan suatu
~ A~
-~ A

perusahaan transport dalam

persoalan yang me barik kar engatakan bahwa kerugian

yang diderita pengirim bukan merup

pihak pengangkut tetapi lebih

kepada keadaan ©vermacht (kedd:

i -y

sebagai alat untuk @u ‘barang, meng 'maupun kegiatan lepas
pantai di perairan la dones gkangbeberapa tahun belakangan
»_J
ini kapal-kapal ya - digunaka m'«mnt—m- mer ,j an kapal yang dimiliki
oleh pihak asmgmffﬁfséh

,ena np
mampu untuk membeli sendiri kapal yang digunakan sebagai kegiatan pelayaran.

emaksa). Transpoftasi laut dibutuhkan

h_ﬁéra ran dalam negeri belum

Perusahaan pelayaran dalam negeri lebih memilih untuk menyewa kapal asing daripada
harus membeli kapal sendiri, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar pada saat
itu. Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang
merupakan hasil dari proses perumusan kebijakan dalam administrasi publik. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 merupakan awal lahirnya prinsip Asas Cabotage

di Indonesia. Lahirnya prinsip Asas Cabotage tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17



tahun 2008 pasal 8, yaitu: (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh
perusahaan agkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kapal asing dilarang
mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah
perairan Indonesia.

Aturan yang bersifat nasional ditemui dalam KUHD Buku Il BAB Va tentang

pengangkutan barang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor

17 Tahun 2008 Tentang Pelaya aturan_Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992

Tentang Angkuta "Hl pa ﬁg‘..‘:rinlalui laut seringkali

membutuhkan jasa pihak perantaras

4

17 Tahun 2008 mengatur tentan Ve
dlas

an arus barang dalam lalu lintas

perniagaan baik rjalam ne engingat dunia perdagangan

membutuhkan sarana transp an. Undang-undang Nomor

ggung jawab pengangkut apabila
terjadi permasalahan seperti yang i

Salah satu pe Q\r ang be gerak angkutan barang adalah
PT Semen Padang. PTSt iJatu perusahaan besar

dimana hasil prod " 7._ | @@r«..«.@_ﬁ d _g an keluar negeri yang
untuk perpindahag%k di darat maupun di
laut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai
pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen padang dengan menggunakan jalur laut.
Dalam hal ini PT. Semen Padang melakukan perjanjian dengan si pengangkut
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang sampai ke tempat tujuan dengan selamat
tanpa adanya penundaan pengiriman barang dan si pengirim membayar sejumlah uang

sebagai upah pengangkutan sesuai dengan besarnya jumlah upah yang telah disepakati

dalam perjanjian.



Sesuai dengan tujuan dari pengangkutan barang itu sendiri dimana pihak
perusahaan dalam hal ini adalah PT. Semen Padang melakukan pengangkutan ke tempat
tujuan dengan selamat tanpa ada yang kurang atau cacat dan si pengirim berkewajiban
membayar upah angkutan. Dalam Kkenyataannya perjanjian pengangkutan barang
mengalami kendala-kendala yang menimbulkan risiko dalam pelaksanaannya seperti
barang yang akan dikirim hilang sebagian atau seluruhnya, terlambat sampai ke tempat

tujuan yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Peristiwa itu dapat

aha itu sendiri atau faktor eksternal
ALA

disebabkan oleh faktor internal yaitu-dari-pelaku
{VERSITAS AND
karena itu penulis

seperti bencana alam. Ofeh

PELAKSANAAN ' PERJANJIARN

§

'Et,W elitian dengan judul
o "

AN SEMEN ANTARA PT.

SEMEN PADANG DE A" BULK TRANSPORT

MENGGUNAKAN KAPA

. Rumusan Masalah -

Berdasarkan: la elakang  ya iuraikan_diatas | maka penulis dapat

merumuskan tiga p Itan ini, yaitu:

1. Bagaimana proses_ lahirnya perjanjia pengs an semen antara PT. Semen Padang

7 TDJAJ S
dengan PT. Indobaruna Bul ! AAN BANGZ
i (e

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang

dengan PT. Indobaruna Bulk Transport
3. Apa permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian serta upaya penyelesaiannya
. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan

sebagai berikut :



a. Untuk mengetahui bagaimana proses lahirnya perjanjian pengangkutan semen antara
PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT.
Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport

c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian serta upaya

penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

_ UN?\_]ERSITAS ANDALAS =
u: me olitia secz;raj

ah dan merumuskan

dang ilmu hukum sesuai

masyarakat, penegak hukum, bagi pengirim barang, dan pengusaha pelayaran dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing.
E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis

sosiologis (empiris) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum



yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan
penulis temui dalam penelitian.

Sedangkan tipe penelitian yang akan dipakai adalah tipe penelitian deskriptif yaitu
tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu, dalam hal ini
berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang
dengan PT. Indobaruna Bulk Transport melalui laut.

2. Jenis Data

1. Data Sekunder

Hukum Daga Tahun 2008 Tentang
Pelayaran.
b. Bahan hukuft'de . Bal KN Va g erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan
menjelaskan bahan hukum primer, antara lain : hasil hasil penelitian, karya tulis
dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu : Bahan hukum yang dapat memberi informasi,
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-

istilah hukum yang ada.



2. Data Primer
Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui
penelitian yang dilakukan di lapangan dengan beberapa orang di lingkungan PT.
Semen Padang dan data ini sama sekali belum terolah dan hanya dapat berupa
hasil wawancara.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi Penelitian

objek penelitian, yang menjadi

Padang.

.

b. Sampe Peneiitian

Pada F T Seme

lengan menggunakan

4

penarikan sampel berdas

3 ., litian dan atas dasar pertimbangan

g

pr' _- undang-undangan dan

teknik | Non-Prg sive sampling yaitu

.

waktu zig«biaya.

4. Metode Peng
a. Studi Dokumen
Penulis, memperoleh data dari Biiku-b

@ KEDJAJAA N
dokumen-dokidnien de

0 Derkaltan

nasalah yang akan diteliti untuk

mengumpulkan data sekunder.
b. Wawancara
Cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber
untuk pengumpulan data primer.
5. Pengolahan Data
Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing,

yang dilakukan dengan meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan



pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder
dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh tersebut
dikelompokkan serta dianalisis dengan cara menilai berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga menjawab permasalahan yang ada.

akan_mampu memberikan jawaban tentang

RSITAS ANDA LA
pengangkutan semen padang’m akan kapal laut.




